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SGIanjutnya disebut para Pemohon, dengan ini meng:^jukan Permohonan pengujian Pasa1 9
ayai(Ia) dan Pasa1 54 ayat (1) Undarig-Undang Republik kidonesia Nomor 35 Tabun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 23 Tabiin2002 Tentang Perlindungan Allak
tseianjutriya disebut un 2312002, Bukti P-11 dan Pasa1 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Iselanjutnya disebut UU 14/2005 Bukti P-21
techadap Undang-Undang Dasar Negara Republik hidonesia Tahun 1945 tselanjuinya disebut
UUD 1945, BuktiP-31.

KGcamatan Makassar, Jakarta TimurtFeinohon lll

Adapun alasan-alasan pengqjuan peruiohonan 0 93,0 adalah sebagai berikut:

I.

I.

I^Ply, ENANGANMA^^KONSnTUSl

Bahwa ketentuan Pasa1 24 ayat (2) Perubahan KGtiga unD 1945 manyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan o16h sebuah Mahkamah Agung dan badan eradilan
yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan urntim, lingl<ungan perudilan againa,
lingkungan ;peradilan mintsr, lingkungan peradilan tata usaha negara dan o16h sebuah
Mahkamah Konstitusi".

Banwa SGIanjutnya ketentuan Pasa1 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945
menyatakan:"Mahkamah Konstitusi beryenang mengadili pada tingkat ertama dan
teraldiir yang putusannya bersifat final untok menguji undang-undang terhada UUD,
mornutus sengketa kewenangan 16mbaga negara yang kewenangannya diberikari o16h
LitlD, memums pembubaran partai pontik dan meroutus perselisihan tentan hasil
Pemilihan Urnum"

Beadasarkan Pasa124 C ayat(I) unD 1945, PasallO ayat(I) hurufa Undang-Undan
Nomor 24 TallerI 2003 tentang Mahkamah KonstitusitSGIanjutriya disebut un 2412003,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003!Nomor 98, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4316, Bukti P-41, sebagaimana diubah dengan
Undang-UndangNomor8 Tahun 2011 tetang Perubahan Aims Undarig-Undang Nomor

24 Tallun 2003 tentang Malll;amah KonstitusitSGIanjutnya disebut un 8120/1, BuktiP-
51, mom salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (seianjutnya disebut

Maltcamah) adalah mengujiundang-undangterhadap Undang-UndangDasar.
Ballwa herdasarkan ketentuan di ams, Maincamah meinpunyaiI^k amu kewenangan
untuk meIakukan pangujian undang-undarig (UU) terhadap Undang-Undang Dasar

2.

3.

4.

.
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coUD). Kewenangan $6rupa ditegaskan di datam ketentuan Pasa1 10 ayat (1) hutuf a
UU No. 24 Tabun 2003 tentsng Mallkamah Konstitusi seba aimaria toldh diubah
dengan UU No. 8 Tahun 2011tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tabun 2003 roninri

Mahkamah Konstitosi, SSTta ketentuan Pasa1 29 ayat(I) hurufa UU No. 48 Tabun 2009
tentang KGkuasaan KGhalcimari, yang menyebutkan bahwa. salah satu kgwenan an

konstitusionalAilK adalah mengadilipadatingkat pertarna dan terakhir yang urnsann a
bersifatfinaluntukmengujiUndang-Undangterhadap Undang-UndangDasar.
Bahwa berdasarkan kewenangan Mallcamah sebagaimana diuraikan chatas, a abila ada
warga negara atau s<^jumlah warga negara atau badan hukurn/badari hukum privat yan
menganggap hat konstitusionalnya dimgikan sebagai akibat pemberlakuan materi
inuatan dalam ayat, pasal, darnatau bagian undang, undang bertentangan den an UUD
1945, Mahkamah bemyenang menyatakan materi inuatan ayat, asal, dan/atau ba 'a
Undang-Undang tersebut '^idak meinpunyai kekuatan hukum mengikat" seba aimana
dintur dalam pasa1 57 ayat(I) un 8120/1.

Bahwa berkenaan dengan uraian tersebut di atas, inaka Mahkamah berhak dan

bemyenang untuk me Iakukan pengujian konstitusionalitas Pasa1 9 ayat (la) , Pasa1 54
ayat(I) UU 3512014 dan Pasa139 ayat(3) 00 14/2005terhadapUndang-UndangDasar
Negara Republik IndonesiaTaliun 1945.

5.

6.

11. KEDUDUKAN unK{. IM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL FARA
PEMOHON

Ballwa pengakuan hak setiap warganegara Republik Indonesia untilc men ' k
permohonan pengujian undang-undang torhadap 000 1945 meni chari salad sani
indikator kern4juan dalam kehidupan bechangsa dan beme are, Pen 'ia d
undarig terhadap 000 1945 menipakan manifestasijaminari konstitusio It h d
pelaksanaan hak-hak danar setiap warganegara sebagaimana diatur dalam Pa I 24C
000 1945 juncto UUN0. 24 Tabun 2003. Mahkamah Konstitusime k b d
judicial yangmenjaga halt asasi inariusia sebagaimanifestasiperan the ardian fth
constitution (pengawal konstitusi) dan the sole interpreter of the constitution ( enafsir
tunggal konstitusi).

Ballwa dalam hukum acara perdata yang berlaku dinyatakan hanya orang yang
meinpunyai kepentingan hukum, s;^ja, yam, oreng yang merasa hak-hakri a dilan
o1eh oreng lain, yang dapat menga, jukari gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan

3
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hukum, atau zorider belang geen rochtsingan). Fengertiari asas tersebut adalah bahwa

hanya Drang yang meinpunyai kepentingan hukum saia yang dapat meng{^jukan
gugatan, tsunasukjuga peruiohonari. Dalam perkembangannya ternyata ketentuan atau

asas tersebuttidak herlatu inutlak berkaitan dengan diakL, mya hak orang amu 16mbaga

tortsntu untuk mengajukan gugatan, Tennasuk juga permohonan, dengan
mangatasnamakan kepentingan publik, yang daiam dokirin hukum universal dikenal

dengan "organizational standing" (legal standing).

Ballwa pengakuan hak setiap warga negara hidonesia untok mengajukan permohonan

pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator

perkembangan kerntanegaraan yang POSitif; yang merefleksikan adariya kern4juan bagi
penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimaria undang-undang sobagai sobuah

produk politik dan DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya
pada 16mbaga yudisial, sehingga sistem checks and balances be^jalan dengan 61^sktif;

Bahwa Mahkamah boringSI sobagai pengawal sekaligus penjaga hak-hak
konstitusional setiap warga negara. Mahkamah merupakan badan yudisial yang
bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap
warga negara. Dengan kesadaran milch Para Pemohon kernudian memumskan untilk

meng4jukan permohonan pangujian Pasa19 ayat(Ia) dan Pasa154 ayat(I) un 3512014
dan Pasa1 39 ayat (3) un 14/2005 techadap Undang~Undarig Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945.

Bahwa beadasarkan ketentuan Pasa1 51 ayat (1) UU 2412003 juncto Pasa1 3 Peraturan
Mahkamah Konstitusi No. 061Plv^IK. /2005 tentang Pedoman Berocara Dalam Perkara

Fengijian Undang-Undang dinyatakan ballwa, "Pemohon adalah pmak yan
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan o1eh berlakun a
undang-undang* yaitu:

a. peroranganwarganegaralndonesia;

b. kesatiian masyarakat hukum adat sepanjang masth hidup dan SOSuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara KGsatuan Republik Indonesia yang
diatur dalam undang-undang;

c. badanhukumpublikatauprivat;

d. Iembaganegara.

Ballwa di dalam pel\jelasan Pusa1 51 ayat (1) 00 MK dinyatakan ballwa "Yang
dimaksud dengan hakkonstitusional adalah halt-hatyartg diatur daiam 000 1945"

3.

4.

.
I

5.
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7. Banwa beadasarkan Puttisan Mahkamah KonstitusiN0. 0061PUU-1/1/2005 dan putusan-

puttisan Mahkamali Konstitusi'yang hadir born, 11n!ya, Mahkamah Konstitusi telah

menentukan 5 syarat mengenai keriigian Konstitusional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal SI ayat(I) Iru An<, yakiisebagai balk"t^

a. hams ada hak dan/amu kewenangan konstitutionalPemohon yang diberikan o16h
UUD 1945;

b. hak darnatau kewenangari konstitusionaltersebut dianggap ternh dirugikari DIGh
berlakunya undang-undang yang dimol!onkan pengujian;

c. kerugian hat' darnatau kewenangan konstitusionaltersebut bersif;*t spesifik dan

aktual, setidak-tidakiiya bersif;It potensial yang menurut penalarun yang wajar
dapat dipastikan akin tenadi;

d. ada hubungan sebab atibat (cows@I verba?Id) anima kerugian hak darnatau

kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
dan

e. ada kernungkinan bahwa dengaridikabulkannya pennohonan, inaka kerugian hak
dadatau kewenangan konstitusional yang didamkan tidak akan atau tidak lagi
tenadj.

Ballwa selain bina syarat untilk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mallkamah

No. 0221PUU-XII/2014, disebut}:an bahwa "warga masyarakat pembayar pt!jak (tax
payers) dipandang meminki kepentingan sesuai dengan Pasa1 51 UU No. 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Halini sesuai dengan adagium ""o jaya!ton
1/1/17hoz!t particjj?orion" dan sebaliknya ",?o porncjp@ribn withoat tax" Ditegaskari
Mahkarnah bahwa "setiap warga'negara pembayar piajak meinpunya. i hak konstitusional
untilk mempersoalkan setiap Undang-Undang'*.

Ballwa para Feinohon adalali perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana
dimaksud Pasa1 51 ayat I UU 2412003, yang memilkilatar belakarig seba at uru.
9.1. Feinohon lains nama Dasrulmerupakan Guru pada Sekolah Menengah Ke'uruan

Negeri 2 Makasar yang mengalami kekerasan dart orang tua siswa dan 'u a
dikriminalisasi. KGkerasan dan krimirialisasi yang menimpa Pemohon I berinula
sant Pemohon linenegurmuridnyayang bemama tvlAS karena tidak menge^jamn
peke^iann rumah. Saat ditegur, MAS justt'u menggertak Feinohon I dengan kata-
kata kasar. Karena ditegur, MAS Ialu mengadu kepada ayalinya yang bemama
AA* Sang ayah, AA, kernudian mendatangi sekolah dan meIakukan tmdakari

8.

9.
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kekerasari kepada Pemohon I di koridor sekolah. Hal tersebut mengakibatkan
Pemohon I mengalamiluka memar di penpis dan hidungnya pun mengeluarkan
darah.

Tidak hanya menjadi korban kekerasan, Pornohon I kemudianjuga dilaporkan ke
polisi o1eh A^. (ayah MAS) karena dimduh meIakukan bahupenamparan

inundnya.

9.2. Pemohon 11, Hama Novianti Pumama adalah seorang guru konseling atau

Bimbingan dan Penyuluhan di SIvlA Pusaka I di Duren Sawit Jakarta Timur.

Feinohon 11 mengalamiluka parah pada bagian wt^jah, setelah ditonjok dan
d^ambakmuridnyayang bermisialANF padahari Kamispagitangga127 Oktober
2016.

Penstiwa tersebut bermula kerika Feinohon 11 sedang memberikan bimbin an
terhadap ANF, setelah sebelumnya mendapatkan laporan dan wali kelasn a
Iantaran ANF kernp terndur saatjarn pelt!jarari. Namori, setiap ditegur, ANF SGIa!u
melawan, meinbentak dan justru meinpersilakan pihak sekolah untok meinariggil
orengtuanya. SGIanjutriya, Pemohon n meinariggil orang toa ANF untilk hadir ke

seko!ah guna meinbicarakan masalah belqjar ANF. Pada saat oralig tua ANF
datang menghadap Pemohon 11, ANF menyatakan penyebab in senng techdur
pada sant jam pelajaran, yakiii karena mengikuti kegiatan ekstrakurikuler
toekwondo hingga malam han. Mendengar penjelasan tersebut, Pemohon U un
bermisiatif untok memanggil peng;^jar ekstrakurikuler taskwondo. Namun, ANF
keberatan sambil meinheritak dan langsung menonjok wt^jah dan menjambak
rambut hingga Pemohon 11 tidak dapat instepaskan diri, bahkan ketika
mendapatkan pertolongan dan rekan guru lainnya. Orangtoa ANF yang pada saat
iru berada dalam satu rumigari pun tidak dapat berbuat apapun untilk
mengendalikan anaimya,

Sekalipun menjadi korban kekerasan, Pemohon 11justru menda at ancaman akari
dilaporkan ke polisi karena telah meinpublikasi gainbar kejadian naas tersebut ke
akun Facebookmiliknya.

Penstiwa-penstiwa tersebut menunjukkan tidak adariya perlindungan hukum ba i
guru akibat adanya ketentuan pasal a 93,0 kar6na peserta didik meresa berhak
untilk meIakukan tmdakan perlawarian amstindakan pendisiplinan o16h uru.

Para Pemohon meminkihak konstitusional berdasarkan:

.

,

9.3.
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I), PasalI ayat (3) UUD 1945 menyatakan; 'Negor" Re;pz, blik 111doneJi0 386Qg@i
negor@ hz, him".

2). Pasa1 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Sei^^ o10ng belhQk gins

pengok""n, joining?,, peril"of zip?gore, dan kgpc&snare, kaki, ?, ya?38 adj! sert@perlakt, o11
yang sama at had(!!, all infraiit. 00

10. Bahwa sebagai seoruig guru, para Pemohon meminki otoritas dalam mengajar,

mendidik, meinbimbing, dan mengarahkan siswa dalam menialankan tugas profbsinya,
dinerbolehkan menentukan metode pengt^jaran dalam mendidik siswa SGIama metode
yang digunakan relevan berdasarkan kinkulum dan bersifb. t manusiawi.

11. Bahwa para Feinohon sebagai seorang pendidik ketika sedang meIakukar} penegakan
kedisiplinan dengan cara pemberian punishment menjaditidak WE\jar untilk dilakukan

saat ini dengan alasan melanggar hak asasi manusia. Feinberlakuan paintshmen!
memang merupakari metode klasik dalam mendidik siswa. Kerika guru menjewer

ataupun meinukul siswa. Namun sant ini, oreng toa bisa jadi atan melaporkannya
sebagaisebuah bentok kekerasaii

12. Bahwa berdasarkan uralaritersebut di atas, Para Feinohon mengangga hak-hak
konstitusionalparaPemohon yang diarur dalam UUD 1945 o9/10 yang berupa hat atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kernanusiaan, hat' untilk meinperoleh
kepastian huktim yang adjlserta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan hak untok

beke^ja sorta mendapatkan jinbalan dan perlakuan yang adjl dan layak dalam hubungan
ke^ja, seto hak untilk tidak diperlakukan secara diskriminatiftelah dirugikan dengan
ketentuan Pusa1 9 ayat (in), Pasa1 54 ayat (1) 00 3512014 dan Pasa1 39 ayat (3) UU
14/2005

Pusa! 9 ayat(Ia) un 3512014 menyatakan:

"Setiqp lingk 68th@k me"dqp@!toll perl^itdunga, a disa!waripendi^ika, a @211i kg'ahot@n
seksi, @I dan Keker, 2,017 yang di!@kz, kan o181i peltdidik, lendg@ kc;pendidika, ^, ses@ing
pe. serf@ didit, danat@t, pihakloin. "

Pasa154 ayat(I) UU 3512014 menyatakan:

'!/Inak at datum dQ?, at lzhgkt, "gal? unman pendidik;an wqi7b mend@ otk:an
perl^^daringo12 dart ti, ?dak Kgkeras@12 lisik; psikis, heldhqta, , seks"@4 dan k<infooton
lamp, ya yang of, Yakitori o1eh pendrdrk, tendgo keye"didthan, sesom" parerzo didt^
do, ",'algal pihQk torn. "

Pasat 39 ayat(3) 00 14/2005 ritenyatakan:

.

.

.
.
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"Perl^^da, ,zg@, a huh!in reb@gininoiio dimakst, dpad0 ^?o1 (2) mencokt!p perlindz!iignn
huh, in terhodc!pi findok kgkerosoPa, @770amQn, perl@kz, @?, dishimi"ai^: ifr!jinidasi, draw
perlakz, rill ttdak adjl dciripih@k peser!a didik; ora"g two, orcng IWC pe$@rig didikj
musynr@kg!, bi}okrastQina, pih@k loin. "

13. Ballwa Mahkmah diharapkan dapat menguji ketentuan undang-undang dengan nilai
keadilan sebagai nilai dasar yang menjiwai unD 1945 dan juga memberikan solusi

hukum atas ketidakpastian yang diakibatkan adanya ketida!cadilan tersebut. Dengan
berlakunya Pusa1 9 ayat(Ia), Pasa1 54 ayat(I) 1111 35/2014 dan Pasa1 39 ayat(3) 00
14/2005 telah mangakibatkan ketidakpastian hukum atas persamaan kedudukari

didalam hukum dan pemerintahan dan diperlakukan tidak adjl, sehingga menjadikari
POSisi guru sum untilk menjadiindependen akibat tokanan dan berbagai pihak. Salah
satoriya terkait penegakan kedisiplinan dengan cam pemberian PI, in^hme, zt menjadi
tidak wt^jar dilakukan sant ini dengan alasan melanggar hat asasi manusia. 00 No

3512014 tentang Perlindungan Allak senngl:an dijadikari alasan untok menghalangi
guru yangberupayamendidik siswa dengan metode pemberian hukuman.

14. Berkaitan dengan uraiari pemiohonan a quo, para Pemohon meiniliki hak-halt

konstitusional sebagaimaria yang diatur daiam UUD 1945, yaitu apabila dinyatakan
sebagai setiap prtbadi warga negara berhak untilk mendapatkan perlakuan sesuai
dengan prinsip "perlindungan dan keridakpastian hukum" sebagai konsekuensi dart
dinyatakannya Negara Republik hidonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatLir
daiam Pasall ayat (3) UUD 1945, hat atas pengakuan, .jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adjl Pasa1 280 ayat(I) dan toD 1945. Dengan demikian, Para
Pemohon daiam permohonan @9210 pribadiperseorangan warganegaraterrnasukdalarn
kategori pihak yang meiniliki kedudukan hukum (legal standing) untok menga'ukan
permohonan pengujiart konstitusionalitas UU a 93,0 terhadap UUD 1945 seba aimana
dimaksud Pusa1 51 ayat(I) un 2412003.

I

nl. DALIL-DALILPERMOHONAN

I. Ballwa Pendidikan bagisuatiimasyarakat bethingsi sebagaisocio! machine an
behanggungjawab untok merekayasa masa depannya, Seorang pendidik benti as
meinbantu meinpersiapkan para peserta didik untilk meminkiihnu pen etahuari an
Iuas, beratchlak inulia, dan bermarifaat bagi kehidujiati masyarakat secara Iuas. Na

belakangan in1, eksistensi pendidik senngkali dihadapkan dengan realitas yang tidalc
8
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mendukung pelaksanaan tugas prot^sinya, seperti adanya pengaduan orarig tua dan

masyarakat terhadap hukumari yang diberikan tenaga pendidik tatkala meIaksanakan

tugasn. ya di sekolah. Seorang pendidik, guru/dosen meminki otoritas akademik di

sekolah untilk menegakkan disip!in guna tercapairiyatujuan pembelajaran itu sendiri.

Bahwa tatl, ala guru memberitcan hatuman terhadap inundnya dalain rangka

menegakkan kedisiplinan, inaka secara gegabah oreng tua dan masyarakat

mengl, ategorikannya sebagaitindakan melanggar HAM dan un Fernndungan Anal<.

Mereka kernudian melaporkari tmdakan guru tersebut kepada polisi atau kepada

KPAID atau KPAl. Akibat adanya upaya kriminalisasitersebut, telah meinbuktikan

guru tidak mendapatkari perlindungan ketika menialarkankan profbsinya sebagai

pendidik. Alitbat adanya Pasal-Pasa1 o9/10, meinperlihatkan POSisi guru yang menjadi

SOSok yang serba salah dan diharuskan menjadipasif.

Bahwa para Feinohon menyatakan ketentuan Pasa1 9 ayat(I) burnf a, Pasa1 54 ayat

(1) ITU 35/2014 dan Pasa1 39 ayat (3) 00 14/2005 telah merugikan Para Feinohon

sebagai warga negara sebagaimana dimnin daiam Pasall ayat (3) UUD 1945 yang

menyatakan ballwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan datam Pasal

280 ayat (1) 000 1945 yang manyatakan bahwa "Senqp Qin"g berimk atus

pengokz{on, I'm"indri, perl^^darngm?, don kgpostiniz hz, kz, in yang adjl sert@ perl@kz, @12
yellgsomadrhndqponkWh4m. "

Bahwa beberapa tabun belakangan ini semakin banyak guru-guru terniasuk para

Pemohon yang tel:jerat ketentuan hukum pidana dalam menialankan profesinya sebagai
tenaga pendidikakibat adanya ketentuan dan pasal-pasal a quo.

Ballwa ketentuan Pasa1 9 ayat(I) hurufa UU 3512014 yang bethinlyi:
"Seticz!> ringk berh"k mend<!!?@!k, 373 Fern?zd, ,?38@, z di s@!kgra pendidik"?z c{@ri foej@Adj@n

sets"al don Keker@san yang dilokt, kan o1eh pendidik; tendg@ kgpe?zdidifoan, sesom@
peserta di^ik; of anta!o3, pihok l@in. "

Dan ketentuan Pasa154 ayat(I) un 3512014 yangberbunyi:

"^nok di damm don di lingkz, ?igo?z soil!gillpe}Ididifoaiz way^b mendqp@tkoi?
perli"dt, ,zgan dart t!hdak Kgker@san listk, psikis, kgJ'ah@tan seksz, al, dan kgJ'afraidn
tommyo yang dilokzrkai, o1eh pend!^ik, ten@g@ kgpendidikQ, z, rescind peser!@ didi^
do, ""@!cupihok 1,171. 00

Menipakan pusal-pasal yang multi tatSir khususnya pada hasa "kekeras@11 yang
di!aka, kiri o1ehpe??didik, terrago kipendidtkan pada Pusa1 9 ayat (Ia) dan hasa ''1i, ?d@k
Kekeroso, Inst^, psikis, " dan 'I}, orig d, Yaki, fun o18hpe"d, ^ik; 18/10g@ kgpe"did, :kan".

2.

3.

4.

5,

,
.
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5.1, bahwa f^asa tmd@k foekeroson dimakiiai merebihipemaki'Iaari yang diatur daiam
ketentuanPasall angka 15 bunifa00 3512014 yang menyatakan:

Keker@son addlah sent!!, perb, ,atop, jarhadc!p Ariak raring hemkib"I itinbat" @
kege"88"inari arrow peltderi, @@, t $200r" fistk, psikis, $8ksi, o1, dan/^!all
penel@"taron, term, 251, k one'mon un/Irk me!Qk, ,kg, , perbz, ajar, , pem@kg@@, I, oral!
perumpqson fumerdekqa??, secarame!aware hat'fin.

5.2. Ballwa multitafsir Pasa1 9 ayat I bumfa dan Pasa1 54 ayat (1) UU 3512014 telah
mengesampingkari prinsip-prinsip tiltimz, in reinidit!in, keadilan substantif

(substa, It, till'Kmce) dalam hukum pidana serta bettabrakan dengan prinsip-
prinsip urnum pendidikan.

5.3. Ballwa akibat yang dinmbulkan dan ketentuan pasal multitafsir Pasa1 9 ayat (1)
huruf a dan Pasa1 54 ayat (1) UU 3512014 telah te^jadi triminalisasi dan tindak
KGkerasan terhadap guru, boberapa diantaranya adalali
a. Ballwa Feinohon I sendiri pun mengalami tindakan kekerasari dan

kriminalisasi sant Pornohon menegur seorarig inund tetapi inund tersbeut
justru memaki dengan ballasa kasar, dan kernudian para pornohon meIakukan
tindakan pendisiplinan kepada inund tersebut, selanjutnya inund tersebut
mengadu pada orang manya yang kernudian damng dan melaitukan
kekerasari pada Pemohon hingga mengalamiluka-Iuka dan patch di ba ian
ujung hidung sehingga pemohon cacat seumur hidup karena mengalami
pergeseran tularig hidung. Tidak cukup sampai disitii Feinohon Juga

dilaporkarike polisiatastiiduhan perbuatan tidak menyenangkan.
b. Bahwa selain itu terdapatjugatindakan kriminalisasilainterhadap uru aim

yang te^jadipada Nunnayariiseorang guru SMP Negeril Bantaeng SUIawesi
Selatan yang hams mendekam dalam Rumah Tahanan Klas U Bantann

SUIawesi SGIatan setelah mencubitsiswa sebagaihukuman atau pendisi 11nan
atas tmdakari siswa yang berlari-lariati sambil menyiranikan air bekas
mengepellantaikepada siswa Iainnya.

c. Ballwanestapayang samajugamenimpa GuruAopyaituseoran ru SDN
Penjalin Kidul V, ME!jalengka (Jabar). KGtika Guru Aop mendisiplinkan
Ginpat siswanya yang beTombut gondrong dengan mencukur rambut siswa
tersebut pada Maret 2012, Salah seorang siswa tidak tenma dan mendatari i
Aop Ialu meinukul dan juga mencukur bank Aop. Polisi dan 'al;sa teta
menmpahkan kasus Aop ke pengadilan* Aop dikenakan pasal berla is, aim:

10



,

Pasa1 77 bunifa dan Pasa1 80 ayat I ITU PerlindunganiAiiak, Serain iru guru

tersebutjuga d^erat dengan Pasa1335 ayat I kesatu KUtlP tentang Perbuatan

Tidak Menyenangkan. Atas dakwaan itLI, Aop dikena. kan pasal percoba, an

o1eh Pengadilan Negeri ME!jalengka dan Pengadilan Tinggi Bandung dan

dihukum seiama 3 bulanper!;jara.

Ballwa dalam proses perudilan Mahkamah Agung memberi putusan yang

berbeda dengan menjatuhkan vonis bebas mumi pada 6 Mei 2014. Daiam

FeinmbanganHukunitiya, Mahkamah Agur!gberpendapatbahwa:

'iltpa yoreg dilokz, kan terdok, IPO oofQloh sz, doh menioditt, gas"y@ don bz, full

men, poka, , $1,011, tindQkpidqno dan terdokwg rid"k dapor dim!whipidaiz@

atas perbz, gianti"dokon, !), a rersebz, t kgre, 20 be7134ia, o11 1112/3, k mendidik agar
menj'adjmt, ridyong baikdon berdrsjp/172. 00

d, Bahwa seorang guru yang bemama Muhammad Samhudi yang menjadi

terpidana pada tangga1 4 Agustus 2016 dimana haltim di Pengadilan Negeri

Sidoa^jo menyatakaiiterdakwa bersalah dan dtiatuhiliukuman tiga bulan

penjara dengan masa percobaan enam bulan akibat mencubit siswa yang

melanggar tata ternb sekolah berupa tidak meI^jalankan kewajiban sholat

dhu}Ia. Ballwa dalam kasus guru Muhammad Sanihudi, di antara kedua

belah pihak yami pihak oreng tua dan guru telah tenadiislab atau

perdamaian namun perkara tetap dilarnutkan o1eh kepolisian.

Hal demildan secara nyata menunjul^can bahwa ketentuan Pasa1 9 ayat(I) huruf

a dan Pasa1 54 ayat (1) UU 3512014 yang multitafsir telali mangesampingkan
prinsip-prinsip winmt, in reinidiz, in dan keadilan restoratif (restorot!'ve instrce)
dalam hukumpidana.

Bahwa beberapa puttisan hakim tersebut menjadi preseden buruk bagi dunia

pondidikan. Langl<ah pendidik yang memberi nilai edukasi kepada ariak didik
dengan mengingatkan ariak didik justru menjadi korban kriminalisasi. Halini

berdampak pada terganggunya proses belajar mengt\jar disekolah yang justru
merugikan siswa itu sendiri. Halinijuga telah menurunkan harkat martabat

seseoruig yang menialantari profesi guru ya^Ig, dikenal inulia dan menyaratkari
adanya nama baik.

5.4. Ballwa tordapat doktrin yang dikenal seiak abad 18 yaitu in 1000 poreiztis yan
bermakna bahwa otoritas seonuig guru merupakan delegasi kekuasaan yang

dimiliki o16h orang tua yang diberikari kepada guru untok mendidik anat- ariak
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mereka. Beadasarkariteori ini guru secara hukum meiniliki POSisi sebagai orarig
tua disekolah o1eh harena iru meminki hak untukmenerapkan tindakan hukumari
fisik dalam rangka pendisiplinan terhadap ariak dalam batas-batss yan wa'at
(Baylor L, Rev 1974), Hak ini didapat karen^ sudah ada cores81,831ali"elationship
antara oreng toa dan guru daiam mendidik anat mereka ketika mereka

menyeralikan anat-analctersebutke sekolah. Hukuman secara fisik ini dibenarkan

jika dilakukan secara wt^jar dan akan berguna dalam mendidik dan
mendisiplinkan ariak. Dalam menentukan batas kewt^jaran hukuman da at diukur
dan beberapa factor seperti keseriusan pelanggaran, berainya hukuman, runur
ariak dan ada tidakiiya kernungkinan dapat diterapkan hukuman lain SGIain
hukuman fisik. 01eh karena guru bertanggung jawab untuk men'aga Gramran
sekolah dan maniaga perilaku disiplin ariak o1eh karena iru guru memerlukan
kekuasaan untuk menegakan permtalmya yang berdasarkan amran (Ionj^,!
commands) o1eh karena itu guru itka diperlukan dapat mengguiiakan hukuman
fisik kepada inund yang tidak painh. Di pihak lain, orang toa yang berhak secara
hukum untuk menialankan fungsi untilk mengendalikan, meIatih dan mendid'k
anal^ dan oreng toa diberikan privilege untok memberikan hukuman yang masuk
akaljika oreng tua meyakiiii dan meresa perlu untuk meIakukan haltersebut.

01eh karena iru, Guru yang telah diberikan o1eh orang ina kekuasaa t k
monthdik ariakriya disekolah dan hak diskresiyang ada ada 'abatann d t
menerapkan hukuman secara fisik dan psilcis secara WE^jar. 01eh karena it

.

on aturun men onaikekerasan dalam asalo z, o an dim'ukan ke ada t
endidik adalah tidak

s^kg^11_kg^^^... sekolah dinndungi doktrin sovereign jinm", zi^, dan 'u a ad
eraturan sekolah dan komite sekolah

men aturdanmen awasihubun an

Fengaturan mengenai perlindungan tech^dap kekerasan seharusnya ditujukan

kepada pelaku kejaliatan st^ja sebagaimana diatur dalam KU}re, sedanglcan in d
tidakmemerlukanperlindungan sepertiitukarenasekolahadalahiristit bl'k
yangterbuka, dimanaterdapatguru-guruyanglaindan ariakmurid an ' d'
saksi dan al<an meIakukan protesjika te^jadipelariggaran aimrari. 01eh ka 'to
jikahukuman fisik dalam rangka mendukungproses pembela'arari an k d T
inakatidakdapatdikatakan ballwahaltersebutmeru akan elari h k

to at dan tidak seharusn a ditera kan daiam Iin ku

an

ara

tordiri dan walimurid dan

ihak dan aktivitas disekolah
.

uru an

.
.
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01eh karena iru, otorisasiterhadap hukuman secara fisik disekolah adalah toFleait

relevari dan beralasan dalarn upaya mencapaitujuan pendidikan itu sendiri.

5.5. Bahwa dan uruian di atas dengan jelas bahwa ketennian Pasa1 9 ayat (1) bunifa

dan Pusa1 54 ayat (1) 00 3512014 me, ,pakan ketentuan yang multitafSir dan

bertentangan dengan prinsip-PIinsip Imjina, in reinidiz!in dan keadilan restoratif

frescoraitve justice) daiam hukum pidana sena tidak memberikan kespastian

hukum dan batontangan dongan Pasa1280 ayat(I) DUD 1945 yang manyatakan

bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adjlserta perlakuan yang sama dihadapan hukum. "

Bahwa para guru yang berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru

dan Dosen pada Pasall ang}, a I merupakan pendidik protesional yang meminkitugas
untukmendidik, mengt^jar, meinhimbing, mengarahkan, meIatih, menilai, dan

mengevaluasi peserta didik, tempitelah diperlakukan secara tidak adjl, rentan terhadap
tindakari kekerasan, ancainar! kekerasan, amu intimidasi serta dengan mudali
dileriminalisasi.

Ballwa seharusnya para guru dalam menialanimgas sebagaimana diamanatkan o1eh
Undarig-Undang guru dan dosen tersebut seinestinya tidak dikriminalisasi dan

dipidanakan. A1can tetapi, Undang-Undarig No. 14 Tallun 2005 tentsng Guru dan Dosen
belummemberikariperlindungan secarapenuhkepada Guru dan Doson.

Ballwa perliridungan terhadap guru diatur dalam Pasa1. 39 UU 14/2005
menyatakan:

(1) Feineri, zt"h, peme?'mroh doeroh, masyar@kot, orgc, pits@siprqjt?si, dor""at@" saman
pendidtkon wq!16 memberthan perltndz, riga, a techadap guru dojom peloks@, lag, I
tz, gas.

rerl^^darngo, a sebogoimoncz dim@kgz, d p"d@ c!!,,@t (1) menp"it perl, 71dt, lag@"
ht, k"in, perl^^dz, ,, gain ploy'eJi, serto perl^^dz, ,, g@17 kesel<lingtoi, dan keseh@ton
keri"'

Peatndttng@!a ht, k"in $660goimona dzin@hard pad0 41, ,o1 (2) mencakz!p
perl^^daringall h"kt, in rerhodt!p tind@k kekeros@", drieding, z, permkt, o11
dishimi, ?of;I: innmidczsi, atat, perlakz, an lidQk adj! dart pihak pesert@ didikj
o7,073g tugpesert@ didtk, ingsy, @,,@koi, birokrosi, glowpih@k loin.

Fernndz, rigon PIqj^!si 8860gaim@"a dimaks"d pada ^?@t (2) mencakztp
perlindz, "gait rerhadcz!, pemt, !us@}z hubt, ?zgoiz keno yang itdok sew@i den on
perqtz, ran peru, ,dong-undoingQn, pemberi@, z jinbol@?, yang tidak }uqiar,
pembatasQ, , dai@in meIcy@?ap@ikg"pandm?g@, a, peleceha, ? terhodqpprqj^. si, dan
pembatasaiz@ginr@rig@n tornyoi!gdqpat mengh@inbot guru d@loin meloks@nakiri
jug@s.

,

6.

.

7,

8.

(2)

137

(4)

yang
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Perl^^dungorz foeselomarm, don keseh"1072 ken'41 sebogoimo, I@ of lingks, !d ado
41-, at (2) menc"imp perli"d"?, gore jerkQdqp Fistko gangg, ,o71 keam@"an keeio,
kgcelak@@13 ken'", kebak"ran pada w^kit, keri'@, be"cong clam, kgsehu!"F1
lingk, ,, zgci}z keel'a, dan@mar listfoo Iaih.

8.1. Banwa Palmd^rigan h, ukum ^!ian*r chatur 0018m Pusa! 39 ayat (3) un 14/2005
yang menyebutlcan ballwa :

"Fernhd""gore hiki, in setog@jin@?I@ dingks"d PCIdo oy, at ^ mencakz, p
perlindz, regalI hat"in forhadc!!? tind@k keke, ,ason, oneomon, permkt, @re
dishimi?Iai;I: intimida. si, atoll perlokz!on lidak adjl dart pihok peser!@ didik;
o, 012g 1110, oral, g twopeserto d, ^it, innsyorokai, 61rok}. OSt ami, pihak lain. "

8.2, Ballwa Ketentrtan Pasa1 39 ayat(3) UU 14/2005 belum memberikan perlindungan
secara penuli kepada guru karena banyak guru yang dikriminalisasikan karena

proses belt\jar dan pembelt!jaran di sekolah, akibat adanya ketentuan Pasa1 9 ayat
(1) hunifa dan Pasa154 ayat(I) un Perlindungan anat.

8.3. Ballwa Pornndungan rerhadap profesi guru sendiri sebenamya telah dial<ui dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentsng Guru. Akan tetapi,

keberadaan Peraturan Pemerintah dalam sistem peraturan perundang-undan an
berada dibawah Undang-undang. Dengandemikian terdapatkekuaran an.
Pasall angka I PP No. 74 Tallun 2008 menyebutkan, bahwa

Galnf ad"10h pendidrkpro^sinno! dellg, zn rugtzs atomo mendidik, mengqj'@r,
meinbimbing, mengorohkan, meldt^h, menilci^ don mengevo!WC'Sipeserto did, 'k
pod@ pendid^^@, z ariak usto dimJ@furpe"didikQ, 3/6, VPI@!, pendrdik@,, dosar,
donpe"d, ^ika" inaneizgQh.

Pasa139 menyebutkan

(1) Guru ingmiliki kgbeb@son memberik@?z s@, rksi kepada parerro didIfo. I a
yang melonggor nonno ogomo, hound foeszLsil@on, norma keyopoiion,
per@fura, , tertz, I^^ ing, !purl ridak tort, ,I^^ yang diretq!?full Guru, per@fadro, z
tingkqi solara}, pendidik;q?,, don per@!a, ran perundo, zg-21nd@" o12 dai@in
prosespembelc!I'@rany@,, gber@d@ dibdwah hue"@,, g@,, ityo.

^) Sinksi seb@gQim@to d!hacks"d path^ ^, at (1) dopot ber"p@ leg, roll
dan^,'at@I, permg@!o12, baik 11^@n mowpz, ,, full^on, send huh!mon @72
be73nt, t mend^^^^ seamoi dongo, a toedahpendidik:on, kode grit Guru, doll
per@mr@, apen, rid@,, g-witda, ?gala.

Pasa1 40 ayat(I) menyatakan bahwa

GIIr" berhok mendqp@IPerli"darng@12 dojom me!aks@nakiri ia, as dojom
benit, k raga oman danJ'amino, I kesel"maio" don pemeri, Itah, ginerii3tah
doeroh, satz, an pendidikan, organisosiprqi^!si guru, dripz!"o101, ing^yoyoka!
$8sz, at dengo, z foewe"originz musing. magi?zg "dan

(5)

,
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Pasa1 41 ayat(I) menyatakan bahwa

"Grrr" herhok mendqpotk;an perlind, ,riga, , huh, in dan tmdok kgkier"son,
61ncomoPi, perlc;kz, an dishimi, ;@!ill initmidosi, o1Qi, permkz, ,,?, ifdak adj! dan
pihakpeserta didik; oraltg mapeserta didik; inn$yardkat, birohdsi, atdadpihak
loin, "

8.4, Bahwa keberadaan PP No. 74 Tahun 2008 meminki Relemahan, seiain

kedudukannya di bawah Undarig-undang, juga harena belum memberikan

jaminan dan kepastian hukum secara penuh kepada guru khususnya tindakan

krimanilisasiterhadap guru. Haltersebut disebabkan karena ketentuan Pasa1 39

ayat(3) UU 14/2005 belum memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada

guru sebagaimana amanat Pusa1280 ayat(I)!itJD 1945.

8.5 Dengan demikian, secarajelas bahwa ketentauan Pusa1 39 ayat (3) UU 14/2005

tidal< setjalan dan bertentangan dengan Pasa1 280 ayat (1) unD 1945 yang

menyatakan bahwa "Serfqp oralig berhok dins pengokz, @n, joininm, ,

perli"dung"in, don keposii@" huh, in yang adr! sert" permki, o72 yang sama dt
hadc!pan hat', in. "

.

9. Bahwa perlindungan ariak dan perlindungan guru seharusnya bukan sanng

dipertentarigkan sanisama lain* KGberadaaiikedua kelompok masyarakat tin yaitu Analc
dan Guru merupakan dua kelompokmasyarakatyarig harus mendapatkan perhatiari dan
pelindungarisecaramanyeluruh.

9.1. Bahwa salah satu tojuari'pembentukan Pennedntah Negara hidonesia adalah

menndungi segenap bangsa hidonesia dan SGIunih tumpah darah Indonesia dan
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

9.2. Bahwa daiam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, dibangun sistem pendidikan
riasional yang didajarnnya terdapat anat (peserta didik) dan guru damatau tenaga
kependidikan sebagaidua pilar utama daiam sistem pendidikan riasional.

9.3. Bahwa Anat sebagai generasi masa depan bangsa perlu mendapat perlindun an
yaitu segala kegiatariuntok menjamin dan mehndungiATiak dan hat'haknya agar
dapat hidup, tombuh, berkembang, dan bemartisipasisecara optimalsesuai dengan
harkat dan martabat kernariusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan
diskriminasi.

.
.
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9.4 Ballwa guru daiam lingkungan pendidikan harus memastikan anal< mendapatkan
perlindungan dan peruenuhari hak-hatmya. Guru menipakan oreng toa analc
(peserta didik) di sekolah.

10. Bahwa tindakan kriminalisasiterhadap guru dirasakan tidak adjl karena guru seperti
incnghadapi dilema, di satu sisi dia barus inanegakkan disiplin dan tata ternb sekolah,

sementara disisilain, khawatir dikriminalisasi o1eh orang tua atau LSM pembela ariak
amstuduhan meIakukan kekerasan techadap analc.

11. Bahwa dampak dan dilema tersebut, alchimya guru menjadi kurang togas terhadap
siswa yang nakal atau melanggar tata tertib sekolah. Para siswa siswa nakal tersebut

dapat dibiarkan saia karena danpada nantinya guru terkena masalah hukum.

KGtidaktegasan guru berdampak terhadap semakin rendahnya wibawa guru di hadapan
siswa, khususnya di kalangan siswa-siswa yang nakal, Mereka semakin seenakriya
melanggar tom ternb sekolah, karena merasa tidal< akan dihukum.

12. Bahwa tidalc dapat dipungkiri banyalmya kasus kriminalisasiterhadap guru meinbuat
guru menjadi ragu-ragu ketika akan memberICan sanksi pelanggaran disiplin dengan
tojuan mendidik kepada siswa karena khawatir dianggap melanggar undang-undang
perlindungan ariak, Iika halini tenis dibiarkan, maki akan menghambat pencapaiari
tojuan pendidikan riasional yaitu berkembarignya potensi peserta diditc agar menjadi
manusiayang betiman dan beinkwakepadaTuhan YangMaha Esa.

13, Bahwa Negara seharusnya memberi pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adjl dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur
dalam Pasa128 D Iru 1945. Akan tetapinonna-norma Pasa1 9 ayat(I) hurufa, Pasa154

ayat (1) UU 3512014 dan Pasa1 39 ayat (3) 00 1412005 meneguhkan tidal adanya
pengoka, on, joiningn, perl^^dz, raga, ,, don Rep@snapz kWh, in y@rig ad^7 serf@ perl@k"on
yangsam@ drhodqpan h"ka, in bagiguru sebagaimana amanat Pasa1280 ayat(I) UUD
1945. Pasa1 9 ayat (to), Pasa1 54 ayat (1) 00 3512014 dan Pusa1 39 ayat (3) 00
14/2005 telah merugikan Para Feinohon.

14. Bahwa daiam dokirin pembentukari suatu peruturan perundang-underIgan sebagai
keputusan politik dan keputusan hukum, inaka. setiap pembentukaii permidari.
undarigan meinilikifiiiigsiyarig inheren dengan flingsihukum jin sendiri, dan salalisatu
fungsinya disamping menjamin keadilan adalah terwujudnyakepastian hukum.

15. KGpastian hukum treehtszekerhei4 legQl certainty) menipakan asas penting datam
tmdakan hukum (rechtsh@rideliizg) dan penegakan h. ukum (hand/loving, nitroerihg).
Telali menjadi pengetahuan urnum, bahwa peraturan perundang-undan an da at
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memberikan kepastian hukum yang Iebih tinggi danpada hukum kebiasaaii, hukum

adat, atau hukum yiirisprudensi, Namun perlu diketahui, KGpastian hukum peruturan

perundang-undang^I tidak semata-mata diletald<air pada bentokiiya yang termlis

(geseh"everi, wring"). Untuk bonar-benat menjamin kepastian hukum, peraturari

perundang-undangan SGIain barus memenuhi syarat-syarat formal, barus memenuhi

syarat-syaratlain yaitu:

a) leias daiam perumusamya @12@inbig'wows).

b) Konsisten dalarn perumusarmya - balk secara intern inaupun ekstern. Konsisten

secara intern mangandung maima bahwa dalam pertautan perundang-undangan

yang sama barus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidalmya,

kebakuan susunan dan bahasa, Konsisten secara ekstem adalah adanya hubungan

"harrnonisasi" antara berbagai peraturari perundarig-undangan,

c)Fenggunaan ballasa yang tepat dan mudah dimegerti. Bahasa peraturan

perundang-undangan hamslah ballasa yang'urnum dipergunakan masyarakat.

Tetapiinitidak bemrti bahasa hukum tidalc penting. Ballasa hukum - baik dalam

arti struktur, penstilahan, atau cam penulisan tertenttt hanis dipergunakan secara

ajeg karena merupakan bagiari dan upaya menjamin kepastian hukum*

MeIupakan syarat-syarat di atas, peraturan perundang-undangan inungkin
menjadilebih tidalc pasti dibandingkari dengan hukum kebiasaan, hukum adat,
atau hukum yurispnidensi.

15. Ballwa sebagaiNegara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 000 NKRl

Tallun 1945 dan Meinilih konsep prismatitc atau ontegratifdari dua konsepsirechtst@ats
dengari prinsip "keadilan" dalam rule of Imp. Dengan demikian, Indonesia tidalc
meminh salah satu atau inaria yang Iebih baik dan unggul, tetapi mengelaborasikan

kedua prinsip tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak torpisah serta
Inemasukkan unsur-unsur POSitif kedua prinsip tersebut dalam mengawai

penyeienggaraan pemerintalian dan penegakan hukum demiterciptanya kernanf^I. atan
dan ketertiban dalam masyarakat sesuai dengan tojuan hukum sebagaimaria dinyatakan
o16h Gustov Radbruch, yakii keadilan, kepastian dan kernanfaatan.

16, Sebagai negara hukum, konstitusi negara diregakkan pada POSisitertin i dalam
hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hierarki, tata hukum

digambarkan sebagai sebuah piramida dengari Konstitusi sebagai hukum tertinggi, dan
peraturan yang berada di bawalmya merupakan penjabaran dan Konstitusiitu.

Pandangan ini bersif^. t struktural karena memosisikan konstitusi di puncak irumida.

,

.

,
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Sementara iru, pandangari kedua digagas Satiipto Taba!jo, yang mengutip pandapat
Hans KGlsen yang menyatakan banwa, "!his regressz, s i$ ternzino!ed by hi heSI, the
boric norm. ,." (rangkaian pembentukari hukum diakhiri o1eh noona dasar yang

ternnggi). flieranti tata hukum digambarkan sebagai piramida techalik, dengan
konstitusi sebagai hukum technggi berada di dasar piramida. Pandarigan milebih
bersifa. t flingsional. Meskipun menhat dan perspekif yang berbeda, namun kedua
pandarigan ini meiniliki benang merah yang sama bahwa pembentukan norma tobih
rendah, direntukan o16h norma lain yang Iebih tinggi, yang perubentukannya ditentukan
o1eh norma lain yang Iebih tinggilagi dan rangkaiart pembentukan hukum ini diakhiri

o1eh suatti nomia dasartertinggi, yakiii konstitusi. Artinya konstitusi merupakan norma
abstrak yang perlu dtiabarkan dan diuraikan dalam produk-produk hukum yari berada
di bawahnya (corer81isen, ,zgprocess).

Produk-produk hukum yang berada di bawali konstitusi tidal, boleh bertentangan

dengan konstitusi. Dalam upaya met\jaga agar produk hukum yang berada di bawali
konstitusi, inaka tordapat kaidali-kaidah yang berfungsi untilk menjaga a ar roduk
hukum yang dibuat meminki koherensi, konsistensi, dan korespondensi sena tidak
bertentangan dengan konstitusi baik dalam perspektifformil inaupun materiel.
KGseluruhan produk hukum hanis merupakaii satu kesatu^} yang hamonis (karena
sinkron atau konsisten secara vertikal dan horizontal) balk dan aspek materiil yang
menputi asas hukum/ karena ,memenuhi asas p^robentukan peraturan perundang~

undangan yang baik, dan asas materi inuatan), serta sesuai dengan asas hukum yan
merupakan Iatar belakang/alasari/ratio legis dan PCmbentukan hukum, inakna (bailc
maima yang tersurat inaupun yang tersirat), hitigga penggunaan penstilahannya;
inaupun dart aspek fbnnil di mana cara penyusuncoinya hanis sesuai den an ketent

yang berlaku. Sebagai suatu sistem, hukum meinpunyai banyak keterikatan den an
berbagai aspek batikaii sistem-sistem lain dalam masyarakat, Senngkali peraturari

perundang-undangan yag dibentuk gagal memberikan kepastian hukum bai
masyarakat, yang pada akhimya gagal menciptakan ketertiban hukum dalarn
masyarakat.

Menurut Lon L, Fullerterdapat delapari persyaratan yang hams dipenuhi a ar h k
yang dibentuk dapat bate^ja dongan balk sehingga kepastian dan ketertiban d I
Inasyarakat dapatterwujud. KGdelapan POTSyaratan tersebut adalah:

I. Generality (generalitas undang-undang);
2. Prom"Igario, I(undangundarigharus dimnumkan);

I
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3. Prospecii'vi!y (undang-undang tidal, herIaku surut);

4. Clarity (rumusan undarig-undang barusjelas);

5, Consistency or eruoidi"geol?!rodiciio, i(konsistensi daiam konsepsi hukum);

6. PossibJlity^ of ob@, Id!\?rice (undarig-undang yang dibuat hams dapat
dilaksanakan);

7. Const@"o2troz, gh rime or oro^dance offeqz, enz change (undarig-undang tidak
boleh terlalu senng dinbah);

8. Cobgrt!errce benteen q#IC^@! dellb?a and declared rules (kesesuaian antara

undang-undang dan pelaksanaan);

Apabila salah satu atau Iebih dan delapan persyaratan tersebut tidak terpenuhi dalam
proses pembuatan hukum/undang-undang malta dapat beadampak pada efektivitas

dalam pelaksanaannya, yang pada alEhirnya menimbulkan keridakpastian hukum. Hal
demikian meinbenarkan fada ballwa banwa gum barus dinndungisecara hukum dari
segala anoman atau tindakan semena-mena dan yang inungkin atau berpotensi

menimpanyadan pihak-pihakyangtidak behanggungjawab.

Perlindungan hukum dimaksud menputiperlindungan yang inuriculakibattindakan dan

peserta didik, orang toa peserta didik, masyarakat, bitokrasi atau pillak lain, berupa: (a)
tindak kekerasan; (b) ancaman, baik fisik inaupun psikologis; (c) perlakuan
diskriminatif; (d) intimidasi; dan (e) perlakuan tidak adjljuga perlindungan dan
runtutan pidana dan/atau gugatan perdota terhadap guru yang melaterIkan suatu
tindakan dalam upaya menialantan prof;35inya untok mendidiksiswa.

17. Bahwa undang-undang yang berdasarkan aruran pembuataimya diharuskan malalui
proses demokratis, namun masih terdapat potensi adanya undarig-undan an
bertentangan dengan konstitusi. Halini dapat tel:jadi karena mekanisme dan rosedur
demokrasi dalam pembuatan undang-undang sangat dipengaruhi o1eh kekuatan
mayoritas. Halini meinungkinkari pengaruh tersebut tidak sesuai konstitusijika materi
undang-undang tersebutmelanggar hak konstitusionalwargaNegara,

18. Bahwa menunitllmu Perundang-undangan suatu peraturari perundang-undan an harus
setidaknya memenuhi aspek filosofis, SOSiologis dan pontik. Ballwa dan as ek filosofis,
suatu peraturan perundang-undangan seharusnya dapat memberit:an rasa keadilan dan

kepastian hukum* sehingga Iahirnya suatu peraturan perundang-undan an an bar
tidak merugikan "stake holders"-nya, yaitu masyarakat sebagai war a me ara ternias k
guru sebagaitenaga Pendidik sebagaisebuah profesi, dalam bekei:ja guru memerlukari

,
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jaminan dan perlindungan perundang-undangan dan tom arumn yang pasti. Hal ini

sangat penting agar mereka selain meinperoleh rasa aman, juga meminki k, ^jelasan

tentang hak dan kewq, jibannya, apa yang boleh dan tidak boleh mereka Iakukan, serta

apa sq, Ia yang boloh dan tidak boleh dilakukan pihak lain kepada mereka, baik sebagai
manusia, pondidik, dan pekecja.

19. Bahwa pada dasamya hukum progresifmemilikiasumsi dasar yaitu hukummerupakan
institusi yang belproses, hukum bukan hanya benipa bunyi pasal-pasal yang finaltetapi
hanis diadaptasikan dengan konteks SOSial yang dmainis. Halini karena konstitusi

dimaknaisebagai basil persetujuan hersama seluruh taicyat, inaka hakim dimntut untuk

sela!u meinpertimbarigkan dinamika masyarakat. Halini meIchirkan ide bahwa hukum

mengakomodasikeadilan substantifsehingga bersif^. tresponsifdan meinbebaskan.

20, Bahwa S^jarah pondidikan dilndonesiamenunjukkan bahwaperlakuanyang Genderung
diskriminatif terhadap sebagian guru telah berlangsung seiak zaman pemerintah
koionial Belanda. Hal itxi mornbangldti<an kesadaran untilk tenis mengupayakan agar
guru meinpunyai status atau harkat dan martabat yang jelas dan mendasar. Hasilnya
antara lain adalah techentuknya 00 No. 14 Tahun 2005 tentsng Guru dan Doson.

21* Bahwa Undang-undang nomor 14 tabun 2005 tentang Guru dan Dosen pada dasarn a
dibentuk untilk memberalum jaminan dan perlindruigan bagi guru dan dosen daiam
menialankan profesinya. Altari terapi, tinuan urnum tersebut belum memberikan

jaminan perlindungan kepada guru khususnya perlindungan hukum terhadap guru
harena ketentuan pusal yang belum mencerrninkan danterdapat ketentuan yang masih
bertentangan dengan konstitusi. -

22. Ballwa para Pemohon dan guru lainnya menuntut adanya perlindungan terhadap guru
sepenuhnya dart tindakan kriminalisasi daiarn meIaksanakan tugasn a. Hal jin

diperlukan agar guru dapat bekeda secara optimal tanpa dibayang-bayarigi ancoman
hukum, sehingga para siswa akan Iebih terdidik dengan baik.

23. Ballwa jika halini terus dibiarkan, inaka akan men hambat enca aian to'

pendidikan riasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi inariusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beinkhlak inulia, sehat,
berihnu, cakap, kreatif; mandiri, dan menjadi warga negara yan demokratis serta
behanggung jawab dan menimbulkarirasa apatisme guru datam malaksanakan in as
profesinya yang hanya menga^jar sesuai kisi-kisi dan kurikulum. Solebihnya seperti

penumbuhan karakter anal:, tidal dilakukan pendidikaii, karena guru khawatir
dikriminalisasilagi,

,
.

,
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Atau apabila maielis hakim konstitusi belpendapat lain, inohon puttisan an seadil-ad'I
(ex o892,0 ei60/10)

HOTmatkami,

Kuaso Hz!kz, in,
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